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Menimbang:a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 137 huruf b dan huruf c _
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor t3 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tetah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 yang mengarnanatkan bahwa Sisa lebih
Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan
penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk mendanai
pelaksanaan kegiatan lanjutan serta kewajiban lainnya yang sampai
dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan;

b. bahwa berdasarkan l-aporar Hasil Pemeriksaan Khusus lnspektorat /
Kabupaten Tana Toraja atas kegiatan/pekedaan yang diusulkary!
sebagai DPAL dan Utang Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahu l
Anggaran 2017 Nomor 7OO.7O2 /14 /lnsp/V 12017 Tanggal 12 Mei / I
2017, untuk menganggarkan DPAL dan Utang kegiatan/pekerjaan I "
Tahun Anggaran 20'16 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja v
Daerah Talun Anggaran 2017;

c. bahwa karena terjadinla perkembangan yang tidak sesuai dengan
asumsi kebijakan umum anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya
sehingga harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi,
antar kegiatan, dan antar jenis belanja, serta penambahan anggaran
belanja pada beberapa Perangkat Daerah yang pendanaannya dari
p€nggunaan Sisa tebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun ^
seLrelu mn'a: (0b

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud datam
huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Tana Tora-ja Nomor

66 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dar
Belania Daerah Tahun Angga-ran 2017;

Mengingat:1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat ll di Sulawesi (l.embaran Negara Republik
lndonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan l.mbaran Negara
Republik Indonesia Nornor 1822);



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan
Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik tndonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolg.an dan Tanggung Jawab Keuangan Negara {Lembaran
Negara'Republik Indonesiia Tahun 2O04 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaar
Pembangunan Nasional (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimban
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
(l-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2o04 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undalg Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
1

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 t
Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049)r 

I
9, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan I

Peraturan Perundang-Undangan (lrmbaran Negara Republiku
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tamba}tan Irmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234); 0D
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan'

Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimala telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah menjadi Undang-Undang (L€mbaran Negara Repultlik
Indonesia Tahun 2o15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (L€mbaran
Negarra Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan
kmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5948);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan
Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota DPRD (Lemba-
ran Negara Republik Indoncsia Tehufl 2004 Nomor 90, Tamba-



han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
darl Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralg.at
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4712);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan l,a.yanan Umum (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 45O2);

14. Peraturiril petnerintah Nofiof 54 Tahun 2OOS tentang Pinjaman
Daerah' (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor
136, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimban
gan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (lrmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembarar Negara Repubtit r/
Indonesia Nom or 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturary',
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2O1O tentang Perubahan ataf
Peraturan Pemerintah Nomor 56 TaIun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia /
Tahun 2O1O Nomor 110, Tambahan l-embaran Negara Republik
tndonesia Nomor 5155);

17. Peraturan Pemerintai Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan fl
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik tndonesia Tahun 2005 I
Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor?

, r. :::^1';."" pemerintah Nomor 6s rahun 2oos ,.n,^nn o.oo-^/,',b
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20OS Nomor 150, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedomarr
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraal Pemerintahan Daerah
(L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2O06 tentang Pelaporan
Keuangal dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Iembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2O1O tentang Tata Cara
Pemberian dan Pema-nfaatan Insentif pemungutan pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 10
Nomor 119, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5161);



22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2O1O tentang Standa-r
Akuntansi Pemerintah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
201O Nomor 123, Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2O12 tentang Hibah Daerah
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

24. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 llernbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);

25. Peraturqh Menterj Da.lam iNegeri Nomor 13 Tahun 20O6 tentang
Pedomah Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana .telah diubah
beberapa kali tefakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 201 1 Nomor 310);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Taiun 2016 Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pemtentukan Produk Hukum Daerah; /

28. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2oo8'l
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaraf
Daerah Tahun 2008 Nomor 2);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 ,
tentang pembentukan dan susunar perangkat daerah ( l€mbaran a

Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan

L€mbaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19); 
t

30. Peraturan Daerah Kabupaten Tana ToraJ'a Nomor 11 Tahun 2016 |
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaraa

2017 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 11); @
31. Peratura-n Bupati Tana Torqia Nomor 66 Taiun 2016 Tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tana Toraja

Nomor 01 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati

Tana Tora,ia Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Alggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20 i7;

Menetapkan : PERATURAN
PERATURAN

MEMUTUSTAN:

BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA
BUPATI TANA TORAJA NOMOR 66 TAHUN

ATAS
2016

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANOGARAN 2017.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peiaturan Bupati Tafla Toraja Nomor 66 Taiun 2016

tentang Penjabaran Anggarar:r Pendapata-n dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2017 (Berita Daerah Kabupaten Tana Tora-ia Tahun 2016 Nomor66) sebagaimana
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telah diubah dengan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 01 Tahun 2017 tcntang
Perubahan atas Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 66 Tahun 2016 Tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 diubah
sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun An ggaran 2Ol7 terdiri atas:

1 . Peildapatan
a. Pendapatan Asll Daerah

Semula
Be rtarnbah / Berkurang
Menjadi

b. Dena PerlrEbatlgqn
Semula
Bertarnbai / Berkurang
Menjadi

2 . BolanJa
a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai
Semula
Bertarnbah/ Be.kura.rlg
Menjadi

2) Belanja Bunga
Semula
Bertambah/ Berkurarg
Menjadi

3) Belanja Subsidi
Semula
Bertarnbah/ Berkurang
Menjadi

4) Belanja Hibah
Semula
Bertatnbah/ Berkurang
Menjadi

Rp 1()6,OOO,OOO,OOO.OO

Rp 772,976,737 ,OOO.OO
O.OO vRp

Rp 7't2,976,'137,OOO.OO

Rp
R

106,OOO,OOO,OOO.OO
o.oo

Rp
Rp

Rp
R

t 3 s,32 6,80 4,O O O..O O//

1,O 14,303,541,OOO.OO
o.oo

Rp 1,O14,3O3,541,OOO.OO

Rp 386,7 4 r,r7 3,995.OO
o.ooRp

Rp 386,741,173,995.OO

Rp I 15,OOO,OOO.OO
o.ooRp

Rp 115,OOO,OOO.OO

Rp 3,600,ooo,ooo.oo
o.ooRp

Rp 3,6OO,OOO,OOO.OO

I

I

%
Rp 4,427,300,OOO.OO

o.ooRp
RP 4,427.30(,,OOO.OO

c. Laln-laltt Peldapataa Daerah yaag ra.h
Semula
Berta.rnbah / Berkuran g
Meojadi

Jumlah Pendapatan
Setlrula
BertaInbah/Berkurang
M errjadl

Rp 13 5,3 2 6,A o4,OOO.OO
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5) Belanja bantuan sosial
Semula
Bertambah/ Berkurang
Menjadi

6) Belanja bagi hasil
Semula
Bertambah/Berkurang
Menjadi

7) Belanja bantuan keuangan
Semula
Bertambah/Berkurang
Menjadi

8) Belanja tidak terduga

Jumlah Belanja Tidak Langsung
Semula
Bertambah/Berkurang
Menjadi

b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai

Semula
Bertambah/ Berkurang
Menjadi

2) Belanja Barang dan Jasa
Semula
Bertambah/Berkurang
Menjadi

3) Belanja Modal
Semula
Bertambah/ Berkurang
Menjadi

Jumlah Belanja Langsung
Scmula
Bertambah/Berkurang
Menjadi

JuElah Belanja
Semula
Bertambah/ Berkurang
Meqjsdt

1,007,500,000.o0
0.oo

r,oo7,soo,ooo.oo

Rp 147 ,919,578,280.OO
Rp I 144.7 35,265.OO
Rp 149,064,313,545.OO

Rp 500,000,000.00
0.00Rp

Rp SOO,OOO,OOO.OO

Rp s44,95A,552,275,OO
R 1 L44 735 265.
Rp 546,103,247,S40,

Rp 55,348,912,000.00
Rp 1 939 ,7 42 .500 .OO

57.2aa.654.500.OO

Rp 192,956,376,625.O0
4 809 859 664.OO

RP 197,766,236,2A9.00 _

Rp
Rp
Rp 648,OOO,OOO.OO

Rp
Rp

Rp
Rp

231 ,085,624,100.00
70,800,144,770.OO

Rp 479,390,912,725.OO
Rp 77 549,746,934.OO
Rp ss6,94O,6S9,659.OO

Rp

RP

/&_
Rp
Rp

r,024,349,465,OOO.OO
74,694,442,t99.OO

Rp

Rp

1,1()3,o43,947,199.OO

Surplus/ Defl!lt (84,740,406,199.OO)

648,O00,O00.00
0.00

Rp 301,885,768,870.00

(
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3 . Pemblayaan
1) Penerimaan pembiayarr

Semula
Bertambah/Berkurarlg
Menjadi

2) Pengeluaran Pembiayaan
Semula
Bertambah/Berkurang
Menjadi

Slsa lebth pdirblayaan anggaran

Rp 13,332,620,000.00
74,694,4A2,199.OORp

Rp 92,O27,lO2,t99.Oo

Rp
Rp

3,2 86,6 96,000.00
0.00

Rp 3,286,696,OOO.OO

Jumlah Pemblayaan Netto
Se,ttule
Bertambah/icrkurang
Menjadt

Rp
Rp

1O,045,924,OOO.OO
.78,694,4a2,L99.OO

Rp

Rp

2. Lampiran l, Lampird.tl il, datr l,amplren lll Pgreturan Bupati Tana Toraja Nomor
66 Tahun 2016 teaiang Fenjabatart A1ggdfdh Fendapatart dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017 Bebegatmana fclah dlUbdh dengan Peraturan Bupati Tana
Toraja Nomor ot fahr-rn 2017 tentAflg Petubahan atas Piraturan Bupati Tana
Toraja Nomor 66 tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 diubah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Bupati ini dan merupakal
bagian yang tidak terpisahkan,

Pasal lI
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diunda.ngkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pet'aturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja'

Ditetapkan di Makale

Diundangkan di Makale
pada 17 M.t 2a17

Plh. s ARIS DAERAH KABUPATEIT TANA TORAJA'

SEMUEL BURA

88,74O,4O6,199.OO

o.oo

BERITA D RAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2017 NOMOR fI

t TANA TOR.A"'4, ,u
t


